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KATA PENGANTAR 

 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan 

bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian 

Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas 

Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas 

akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan 

Kementerian Negara/Lembaga.  

 

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, 

Sekretariat Utama menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib 

menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja 

yang dicapai. 

 

Tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat 

Utama Tahun 2025–2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 menyajikan capaian target kinerja 

tahun 2025, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Capaian tersebut dapat 

dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Program 

Sekretariat Utama tahun 2025 dapat tercapai secara optimal pada akhir periode Renstra 

2025-2029.  

 

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan. 

 

 

Jakarta, 26 Februari 2026 

Sekretaris Utama, 

 
 
  
     ${ttd_pengirim} 
 
 
 
Irjen Pol Dr. Jayadi, SIK, MH 

 

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki 

kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja 

kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja 

Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan 

berikutnya. 

 

Sekretariat Utama telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program (SP) yaitu: 1). Meningkatnya 

efektivitas kerja sama BPOM, 2). Meningkatnya efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan 

olahan, dan 3). Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik 

yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama, dengan 9 (sembilan) indikator kinerja 

sasaran program (IKSP). 

 

Pada tahun 2025, dari 9 (sembilan) IKSP Sekretariat Utama, terdapat 6 (enam) IKSP 

dengan kategori ’’Sangat Baik’’ yaitu: 1). ‘’Persentase kerja sama yang efektif’’ (100,18%); 

2). Indeks RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama (101,39%); 3). Indeks Opini Publik 

(101,21%); 4). Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Utama (105,53%); 5). Nilai 

Pembangunan ZI Sekretariat Utama (101,09%); 6). Indeks Manajemen Risiko Sekretariat 

Utama (101,03%); 2 (dua) IKSP dengan kategori ’’Baik’’ yaitu: 1). Nilai Kinerja Anggaran 

Sekretariat Utama (100,00%); 2). Nilai AKIP Sekretariat Utama (97,70%); dan 1 IKSP 

dengan kategori ‘’Tidak Dapat Disimpulkan’’ yaitu Persentase UPT yang melaksanakan 

KIE dengan efektif (111,69%). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Utama Tahun 

2025 adalah 102,01% dengan kategori “Istimewa”. 

 

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2025 adalah Rp679.484.097.000,00. Berdasarkan 

Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari tentang Efisiensi 

Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja K/L dalam 

Pelaksanaan APBN TA 2025, total blokir anggaran Sekretariat Utama sebesar 

Rp91.403.553.000,00. Pagu Sekretariat Utama dikurangi blokir adalah 

Rp588.080.544.000,00. Berdasarkan surat Dirjen Anggaran Nomor S-353/AG/AG.4/2025 

tanggal 7 Juli 2025 tentang pengesahan Revisi 5 DIPA BPOM: Revisi Relaksasi Blokir 

Efisiensi Belanja K/L, Surat Dirjen Anggaran Nomor S-397/AG/AG.4/2025 tanggal 1 

Agustus 2025 tentang Pengesahan Revisi VI Pergeseran Anggaran Satker Lingkup BPOM 

TA 2025, dan Surat Dirjen Anggaran Nomor S-566/AG/AG.4/2025 tanggal 31 Oktober 2025 

tentang, terdapat penambahan pagu dan pergeseran pagu antar satker di lingkungan 
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BPOM, sehingga pagu Sekretariat Utama menjadi Rp687.186.997.000,00. Realisasi 

anggaran tahun 2025 berdasarkaan aplikasi OMSPAN sejumlah Rp681.388.241.329,00 

atau 99,16%. 

 

Terdapat beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara 

lain: 

1. Kerja sama ditindaklanjuti dan peran aktif BPOM pada forum internasional telah 

berjalan, namun perlu ditingkatkan 

2. Pemotongan anggaran perjalanan dinas luar negeri 

3. Perubahan kebijakan K/L Meso dalam pengelolaan RB General yang mengubah cara 

pengukuran capaian 

4. Adanya persepsi negatif atau penurunan kepercayaan publik terhadap BPOM dan 

kebijakannya. 

5. Penurunan nilai pada indikator kepuasan pelanggan yang diisikan oleh pengguna 

layanan yang memengaruhi capaian IPP secara keseluruhan 

6. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan publik belum melibatkan stakeholder  

7. Paramater penilaian pelayanan publik tidak sesuai dengan bisnis proses Biro-Biro 

sehingga banyak komponen penilaian yang tidak dapat dipenuhi 

8. Berdasarkan hasil survei Implementasi Core Value BerAKHLAK, dampak program 

perubahan belum sepenuhnya bisa dirasakan secara nyata 

9. Masih terdapat kesenjangan kompetensi pegawai 

10. dengan standar kompetensi yang ditetapkan baik kompetensi teknis, kompetensi 

11. manajerial maupun kompetensi sosial kultural 

12. Terdapat indikator kinerja sasaran program (IKSP) yang tidak mencapai target 

13. Terdapat penurunan nilai kinerja perencanaan anggaran karena terdapat IKSP dan RO 

yang tidak mencapai target 

14. penurunan nilai pada indikator revisi yang disebabkan adanya peningkatan frekuensi 

revisi DIPA Satker Settama. 

15. Belum optimalnya koordinasi Tim SPI di lingkup Sekretariat Utama 

 

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan 

kinerja, antara lain: 

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja 

sama 

2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kehadiran/ perawakilan 

BPOM di forum internasional dan kerja sama bilateral. 

3. Melakukan evaluasi target tahun 2026 dengan prinsip SMART-C 

4. Monitoring pemberitaan/isu di media. 

5. Meningkatkan publikasi informasi BPOM secara masif. 

6. Mengoptimalkan hubungan dengan media. 

7. Peningkatan pemahaman petugas terhadap penerapan standar pelayanan serta 

regulasi terbaru obat dan makanan 
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8. Sosialisasi yang lebih masif terkait Standar Pelayanan yang telah ditetapkan 

9. Melibatkan pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam proses reviu standar 

pelayanan 

10. Melakukan reviu standar pelayanan publik 

11. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam mengakselerasi peningkatan 

pemahaman core value BerAKHLAK pada unit kerja 

12. Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi yang memadai 

13. Melakukan monev terhadap hasil pengembangan kompetensi 

14. Melakukan reviu target dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pada masing-

masing indikator yang tidak mencapai target 

15. Penjadwalan dan pembatasn revisi DIPA hanya sesuai jadwal 

16. Pembentukan dan optimalisasi Tim SPI di lingkup Sekretariat Utama dan pelaksanaan 

proses manajemen risiko sesuai Juklak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2025 

x 

 

MILESTONE KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2025 

 

 

 

. 

 

BPOM kembali meraih Indeks 

Reformasi Hukum (IRH) 2025 dengan 

nilai sempurna 100,00 dan kategori AA 

(Istimewa). Penghargaan tersebut 

diserahkan langsung oleh Menteri 

Hukum RI Supratman Andi Agtas 

bersamaan dengan kegiatan Refleksi 

Akhir Tahun Kementerian Hukum 

Tahun 2025 

BPOM menerima penghargaan 

sebagai peringkat II atas 

penyelenggaraan kearsipan dengan 

predikat AA (Sangat Memuaskan) 

pada kegiatan Peringatan Hari 

Kearsipan ke-54 tanggal 22 Mei 2025,. 

Selama kurang lebih 5 tahun BPOM 

selalu menduduki 3 besar dalam 

penyelenggaraan kearsipan 

BPOM memboyong tiga penghargaan 

dari ajang The 10th PR INDONESIA 

Awards (PRIA) 2025 yang 

diselenggarakan Public Relations 

Indonesia (PR Indonesia). Ketiga 

penghargaan tersebut diserahkan 

secara langsung oleh CEO Prominent 

PR Ika Sastrosoebroto pada acara Satu 

Dekade PR Indonesia Awards (PRIA) 

2025 

Sekretariat Utama menerima 

penghargaan sebagai Peringkat 

Kedua Satker dengan IKPA Terbaik 

Kategori Pagu Besar (>50 Milyar) 

pada tanggal 23 April 2025 
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BPOM kembali meraih penghargaan 

Anugerah Reksa Bandha dari Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jakarta IV pada 

pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan 

pengelolaan dan lelang BMN di 

Jakarta. Kepala KPKNL Jakarta IV 

Bambang Sulistyono menyerahkan 2 

penghargaan. Pertama, Terbaik 

Pertama kategori Satuan Kerja dengan Tertib Administrasi Berkas Permohonan Lelang 

Tahun 2025 dari Pelaksanaan Lelang Wajib Barang Milik Negara. Kedua, Terbaik Ketiga 

kategori Satuan Kerja dengan Tindak Lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara Terbaik. 

Penghargaan ini menjadi pengakuan bahwa BPOM telah melakukan upaya pengelolaan 

BMN dengan baik, termasuk dalam kualitas pelaporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPOM meraih penghargaan terbaik ke 3 terkait 

dengan JF Perbendaharaan dari Kementerian 

Keuangan dalam acara Rapat Koordinasi 

Pembinaan Pejabat Perbendaharaan Tahun 

2025 yang diselenggarakan pada Selasa, 14 

Oktober 2025.  

 

BPOM meraih penghargaan 

dari Anugerah Humas Indonesia 

(AHI) sebagai Institusi Publik 

Terpopuler di Media Sosial  

 

BPOM masuk sebagai 5 besar 

Instansi “Komitmen, Dedikasi, dan 

Kontribusi Nyata dalam mendukung 

Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)” 

dari Badan Kepegawaian Negara 

pada tanggal 10 September 2025 
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I.1. TUGAS DAN FUNGSI 

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama 

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: 

1. koordinasi kegiatan BPOM;  

2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM; 

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, 

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, 

arsip, dan dokumentasi BPOM; 

4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 

5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan 

advokasi hukum; 

6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan 

pengadaan barang/jasa; dan  

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung 

oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  
BAB I 

PENDAHULUAN   
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•Melaksanakan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam dan luar 
negeri serta pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pengawasan 
Obat dan Makanan

Tugas

1.Penyiapan koordinasi dukungan administrasi pelaksanaan kerja sama 
dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, 
triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan 
Makanan

2.Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri 
dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, 
dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan

3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, 
dan opini publik

4.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Fungsi

Biro Kerja 

Sama dan 

Hubungan 

Masyarakat 

Biro 

Hukum 

dan 

Organisasi 

Biro 

Sumber 

Daya 

Manusia 

• Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, 
advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan 
pengaduan masyarakat 

Tugas

1.Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 
rumusan perjanjian

2.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, 
analisis dan evaluasi hukum

3.Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum

4.Penyiapan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana

5.Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi

6.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, 
edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

7.Penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan publik di lingkungan BPOM

8.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Fungsi

•Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Tugas

1.Penyiapan koordinasi dan perencanaan sumber daya manusia

2.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan karier sumber daya manusia

3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan kinerja dan disiplin sumber daya 
manusia

4.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan kesejahteraan, gaji, dan tunjangan

5.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan data dan informasi sumber daya 
manusia

6.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Fungsi
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Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit 

pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain: 

   

 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan  

 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan  

 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan  

 
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan 
Obat dan Makanan  

•Melaksanakan koordinasi  dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, 
barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta 
protokol dan kesekretariatan pimpinan

Tugas

1.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa

2.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara

3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga

4.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan

5.Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan

6.Pelaksanaan urusan tata usaha biro

Fungsi

•Melaksanakan koordinasi  dan penyusunan rencana, program, dan 
anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan 
pengelolaan keuangan

Tugas

1.Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian 
rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM

2.Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 
negara

3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri

4.Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta 
pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM

5.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, 
akuntansi, dan pelaporan keuangan

6.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Fungsi

Biro 

Umum 

Biro 

Perencanaan 

dan 

Keuangan 
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Gambar 1 Bagan Organisasi Sekretariat Utama 
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I.2. SUMBER DAYA MANUSIA 

Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah 

pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, total 

pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama per 30 Desember 2025 sebanyak 442 

pegawai terdiri dari 288 orang PNS, 61 orang CPNS, 92 PPPK, dan 1 POLRI dari total 

kebutuhan pegawai sebanyak 635 orang. Profil pegawai di lingkungan Sekretariat 

Utama sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan 

S1 dan D4 sejumlah 299 orang (67,65%), diikuti S2 dan Profesi sejumlah 69 orang 

(15,61%), Non Sarjana sejumlah 72 orang (16,29%) dan jumlah terendah terdapat di 

pendidikan S3 yaitu 2 orang pegawai (0,04%).  

PNS; 65,16%

CPNS; 13,80%

PPPK; 20,81%
POLRI; 0,23%
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Gambar 2 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Status Pegawai 

Gambar 3 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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Berdasarkan usia, sebagian besar pegawai berusia 21-30 sejumlah 149 pegawai 

(33,71%), usia 31-40 sejumlah 185 pegawai (41,86%), usia 41-50 sejumlah 86 

pegawai (19,46%), dan di atas 50 tahun sejumlah 22 pegawai (4,98%). 

Sampai dengan Desember 2025 sebaran jabatan di Sekretariat Utama terdiri dari 18 

orang pegawai dengan Jabatan Struktural, 364 orang pegawai dengan Jabatan 

Fungsional Tertentu (JFT), dan 60 orang pegawai Pelaksana. Jumlah pegawai dengan 

JFT pada setiap unit kerja di Sekretariatan Utama sampai dengan Desember 2025 

sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Jumlah JFT di Lingkup Sekretariat Utama 

No Unit Kerja Jumlah JFT 

1 Sekretariat Utama 0 

2 Biro Perencanaan dan Keuangan 70 

3 Biro Hukum dan Organisasi 66 

4 Biro Kerja Sama dan Hubungan 

Masyarakat 

49 

5 Biro Sumber Daya Manusia 80 

6 Biro Umum 99 

 Total 364 
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Gambar 4 Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Rentang Usia 
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Gambar 5 Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja 

Sedangkan jumlah ASN yang ditingkatan kariernya di lingkungan BPOM sampai 

dengan Desember 2025 sejumlah 991 orang pegawai dengan komposisi sebagaimana 

tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2 Jumlah ASN yang ditingkatan Kariernya 

Mekanisme Jumlah Keterangan 

Kenaikan Jabatan/Pangkat 751 Kenaikan Pangkat reguler, Kenaikan 
Pangkat Reguler, penyesuaian Ijazah, 
Tugas Belajar 

Rotasi, mutasi dan promosi 
jabatan struktural 

68 Jabatan yang telah diisi dari mutasi dan 
promosi jabatan struktural 

Perpindahan Jabatan  61 Dari Jabatan Struktural ke Jabatan 
Fungsional 

Perpindahan Jabatan dari 
JPT/JA ke JF 

9 Dari Jabatan Pratama Tinggi/ Jabatan 
Administrasi ke Jabatan Fungsional 

Pengangkatan Pertama JF - - 

Pengangkatan Kembali JF 
(Tubel, Struktural, CLTN) 

25 Mekanisme Pengangkatan Kembali JF 
(Tugas Belajar, Struktural, CLTN, dll) 

Pencantuman Gelar 77 Berdasarkan usulan SISFOV2 (baik 
yang belum/sudah keluar SK + prediksi 
pegawai tubel yang akan lulus) 

Pelantikan PPPK - - 
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Mekanisme Jumlah Keterangan 

Pemberhentian Pejabat 
Struktural 

- - 

Total 991  

 

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban 

kerja (ABK) sampai dengan Desember 2024 dibandingakan dengan eksisting sampai 

dengan Juni 2025. Data ABK untuk periode 2025-2029 akan disesuaikan setelah 

Rencana Strategis BPOM ditetapkan. 

Tabel 3 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK 

No. Unit Kerja ABK Eksisting Gap % Pemenuhan 

1 Sekretariat Utama 7 1 6 14% 

2 Biro Hukum dan Organisasi 106 79 27 74% 

3 Biro Kerja Sama dan 
Hubungan Masyarakat 

73 59 14 80% 

4 Biro Perencanaan dan 
Keuangan 

88 81 7 92% 

5 Biro Sumber Daya Manusia 170 82 88 48% 

6 Biro Umum 192 140 52 73% 

Total 636 442 194 69% 

 

I.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Identifikasi potensi dan permasalahan Sekretariat Utama BPOM dilakukan untuk 

menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan, dan potensi yang akan 

dihadapi Sekretariat Utama terkait kelembagaan BPOM yang kompleks. Secara garis 

besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal dan internal yang dihadapi oleh 

Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:   

I.3.1. Isu Internal 

1) Sumber Daya Manusia  

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Sekretariat Utama harus 

melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan 

SDM untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama 

dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Sekretariat 

Utama perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan dan 

dinamika lingkungan strategis. Selain itu, Sekretariat Utama juga harus 

mempunyai strategi dalam mewujudkan profesionalitas SDM di Lingkungan 

Sekretariat Utama terutama melalui pengembangan pegawai baik dari sisi 

kemampuan teknis maupun soft competency. Selanjutnya, Sistem Manajemen 
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SDM perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan engagement pegawai 

terhadap organisasi. 

 

2) Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja 

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas 

pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas pelayanan publik tetapi 

juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, 

lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan 

operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja 

dan pengawasan Obat dan Makanan. Pada aspek layanan publik, peran 

pemenuhan sarana dan prasarana dilihat dari dua sisi pelanggan, internal dan 

eksternal. Dari sisi pelanggan internal, dalam hal ini pegawai BPOM, 

pemenuhan sarana kerja dan fasilitas umum di lingkungan kantor yang sesuai 

dengan Standar Sarana dan Prasarana yang berlaku, sangat mendukung 

optimalisasi kinerja pegawai. Sedangkan dari sisi pelanggan eksternal, ruangan 

layanan publik dengan fasilitas yang memadai, ketersediaan gedung parkir dan 

keamanan lingkungan kantor turut mempengaruhi penilaian layanan publik 

BPOM. 

 

3) Keterbatasan Data Pendukung Perencanaan Pengawasan Obat dan 

Makanan 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. Dalam menyusun perencanaan yang ideal perlu didukung dengan 

berbagai data dan informasi yang valid dan terkini sehingga mampu 

memberikan gambaran yang sesuai/relevan dengan kondisi saat ini. Dalam 

implementasinya BPOM telah menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan 

kaidah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, 

dalam menyusun perencanaan seringkali masih dijumpai kendala keterbatasan 

data pendukung yang dapat digunakan sebagai input perencanaan kinerja. 

Untuk itu, Sekretariat Utama harus berupaya mendorong tersedianya data 

pendukung perencanaan pengawasan Obat dan Makanan baik melalui 

koordinasi bersama Unit Kerja yang melaksanakan riset (PRKOM) maupun 

melibatkan tenaga ahli. 
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I.3.2. Isu Eksternal 

1) Implikasi Dinamika Perkembangan Peraturan Perundangundangan 

Beberapa peraturan perundang-undangan pemerintah akan mempengaruhi 

pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang 

berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan 

mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat 

Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang 

administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong 

BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, 

keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan 

perundangundangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus 

segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah 

sebagai berikut: 

a. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola 

Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di 

BPOM.  

b. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan 

evaluasi, serta pengelolaan keuangan.  

c. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM. 

d. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan 

Makanan.  

e. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan 

keterbukaan informasi publik.  

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan 

mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM. 

 

2) Jejaring Kerjasama 

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu 

melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM 23 

mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi 

profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, e-commerce, 

dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan Obat dan 

Makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai 

pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat 

menghasilkan produk nasional yang kompetitif. 
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3) Perkembangan Teknologi Informasi 

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM 

khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara online, 

sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi 

dapat memudahkan akses informasi publik dan memperluas jangkauan 

pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai 

contoh keberadaan Contact Center BPOM secara nyata telah membuka akses 

masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi menjadi 

media BPOM untuk menunjukkan komitmen dalam keterbukaan informasi 

publik. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung 

penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur 

Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. 

Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM 

terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, 

pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media 

sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan 

dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Sekretariat Utama dituntut untuk 

cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar 

pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif. 

 

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri di bidang Obat dan Makanan 

untuk berproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas. Selain itu, 

dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa 

pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif 

singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga pelosok. Bagi pengawasan 

Obat dan Makanan, ini merupakan salah satu masalah potensial (potential 

problem), karena bila terdapat produk yang substandar dan produk ilegal 

termasuk palsu, peredarannya dapat menjangkau areal yang luas dalam waktu 

yang relatif singkat. Untuk itu, pengawasan Obat dan Makanan harus mengikuti 

perkembangan teknologi dengan perubahan yang begitu cepat sehingga perlu 

diantisipasi dengan sistem dan infrastruktur yang memadai. Seiring dengan 

perkembangan teknologi tersebut, serta semakin meningkatnya tren transaksi 

secara online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan 
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Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan 

semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan 

masyarakat. 

 

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan 

untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu 

BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan 

aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan 

post market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini 

diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat 

dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat 

mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli. 

 

4) Dinamika Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Secara Nasional 

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun 

anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai tindak lanjut terhadap 

pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, Pemerintah telah menetapkan 

PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP Nomor 

90/2010 tentang Penyusunan RKA-K/L, PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan PP 

Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang 

berbasis kinerja, berjangka menengah, dan sistem penganggaran terpadu. 

 

Selain itu untuk komposisi anggaran menggunakan pendekatan money follow 

program yang berbasis pada program prioritas nasional dengan perencanaan 

yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan 

spasial (lokasi yang jelas). Alokasi anggaran harus jelas digunakan untuk apa, 

dimana, seberapa besar, dan sebagainya. Pendekatan ini adalah salah satu 

upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, 

perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan 

penganggaran. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan 
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penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan 

kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit.  

 

Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang 

harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan 

yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet 

dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada 

tingkat organisasi. Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan 

diturunkan berdasarkan Logic Model Theory. BPOM telah mengenal dan 

menerapkan Logic Model Theory, sehingga dalam pelaksanaan 

pengembangan kerangka pikir tidak mengalami kesulitan. Kerangka pikir 

penyusunan program tersebut akan menjadi arah dalam penyusunan program 

dan kegiatan pada masing-masing unit kerja. 

 

Kapasitas Sekretariat Utama sebagai lembaga yang membina dan menyelenggarakan 

pelayanan di bidang administrasi umum masih perlu terus dilakukan penguatan 

kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat terus ditingkatkan 

sehingga hasil pembinaan dan pelayanan maupun tugas-tugas lain yang menjadi 

tanggung jawab Sekretariat Utama dapat memberikan kontribusi bagi tujuan dan 

sasaran organisasi BPOM. Untuk itu, isu-isu strategis yang menjadi pokok 

permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus 

diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Perlu terus ditingkatkan pembinaan terutama di bidang manajemen.  

2. Perlu peningkatan Human Capital Management.  

3. Perlu dilakukan penataan organisasi agar tepat fungsi, tepat proses, dan tepat 

ukuran. 

4. Perlu terus ditingkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan administrasi 

umum dan pelayanan publik. 

5. Perlu ditingkatkan jejaring kerja sama di dalam dan luar negeri. 

6. Perlu penguatan akuntabilitas kinerja baik pada level organisasi BPOM maupun 

Unit Kerja.  

7. Perlu penguatan pengawalan pembentukan dan implementasi regulasi.  

8. Perlu peningkatan pemberian bantuan hukum terhadap kasus-kasus di bidang 

Obat dan Makanan.  
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9. Perlu penguatan e-government. 

10. Perlu ditingkatkan sarana prasarana penunjang kinerja.  

11. Perlu ditingkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup 

Sekretariat Utama sebagai wujud tata kelola pemerintah yang baik. 

 

I.4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

Renstra Sekretariat Utama disusun berdasarkan Renstra Kepala BPOM tahun 2025 

2029. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Renstra 

periode sebelumnya, Renstra Sekretariat Utama ditujukan untuk mewujudkan 

pelayanan yang prima dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan organisasi 

BPOM. Berdasarkan arah kebijakan Renstra BPOM tahun 2025-2029, maka arah 

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Utama tahun 2025-

2029 adalah:  

1. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan 

Makanan serta opini publik BPOM. 

2. Peningkatan kualitas manajemen ASN BPOM, serta optimalisasi pengelolaan 

sarana dan prasarana BPOM dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan 

dan layanan publik BPOM yang prima. 

3. Peningkatan efektivitas regulasi dan advokasi hukum dalam mendukung 

pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.  

4. Penguatan dukungan koordinasi dan kerjasama BPOM dalam rangka peningkatan 

efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran dan 

kepemimpinan BPOM di dunia internasional.  

5. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPOM, kualitas kelembagaan Pengawasan Obat 

dan Makanan dan tata kelola pemerintahan berbasis trasformasi digital. 

 

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan Sekretariat Utama meliputi:  

1. Peningkatan kualitas komunikasi, informasi, edukasi dan komunikasi publik 

kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain.  

2. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM dan sumber daya lain termasuk sarana 

prasarana penunjang kinerja secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam rangka 

kinerja pengawasan dan pelayanan publik yang prima.  

3. Peningkatan kualitas kebijakan/regulasi BPOM yang implementatif sesuai 

kebutuhan publik serta penguatan advokasi hukum dalam mendukung 

pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.  
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4. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan anggaran BPOM, serta organisasi 

BPOM yang tepat fungsi, tepat ukuran dan proses.  

5. Penguatan efektivitas kerjasama BPOM bersama lintas sektor baik nasional 

maupun internasional.  

6. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

dan Keuangan di Lingkup Sekretariat Utama termasuk peningkatan kualitas SDM 

serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan bisnis proses. 

 

I.5. SISTEMATIKA PELAPORAN 

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2025 adalah sebagai 

berikut:  

Bab I Pendahuluan  

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek 

strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Sekretariat Utama 

sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat Utama 2025-2029.  

 

Bab II Perencanaan Kinerja  

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahun 2025.  

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja  

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas 

capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran 

dikaitkan dengan pencapaian kinerja.  

 

Bab IV Penutup    

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan 

pencapaian kinerja berikutnya.  

 

Lampiran  

Berisi data pendukung lainnya yang diperlukan. 
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II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2025-2029. 

Tahapan penyusunan Renstra K/L yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra 

K/L yang telah disusun pada tahun 2024, penyusunan Rancanagan Renstra K/L 

(didahului dengan Rancangan Awal Renstra K/L), dan Penyesuaian Rancangan 

Resntra K/L. Berdasarkan timeline penyusunan Renstra K/L yang ditetapkan oleh 

Kementerian PPN/Bappenas, pada bulan Januari – Juni 2025 merupakan waktu untuk 

penyesuaian rancangan Renstra K/L. Penetapan Renstra K/L dilakukan pada bulan 

Juni 2025. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang 

Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L, penetapan Renstra K/L 

dilakukan pada bulan Oktober. Dengan demikian, Perencanaan Kinerja di tahun 2025 

disusun dengan mengacu pada dokumen Rancangan Renstra BPOM dan Rancangan 

Renstra Sekretariat Utama tahun 2025-2029 yang selanjutnya dilakukan revisi dengan 

diterbitkannya Renstra BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 

tanggal 7 Oktober 2025. Renstra Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 ditetapkan 

dengan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.12.25.131 tanggal 5 

Desember 2025. Perbandingan sasaran program, indikator, dan target berdasarkan 

Rancangan Renstra dan Renstra Final sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
BAB II 

PERENCANAAN KINERJA   
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Tabel 4 Perbandingan Sasaran Program, Indikator, dan Target Berdasarkan Rancangan Renstra dan Renstra Final 

Semula Menjadi 

Sasaran Program/Indikator 
Target 

Sasaran Program/Indikator 
Target 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

SP 1 Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM SP 1 Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM 

1.1 Persentase Kerja 

Sama yang Efektif (%) 

90,5 91 91,5 92 92,5 1.1 Persentase Kerja 

Sama yang Efektif 

90,5 91 91,5 92 92,5 

SP 2 Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

SP 2 Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

2.1 Persentase UPT yang 

melaksanakan KIE 

dengan efektif 

61 82 87 91 100 2.1 Persentase UPT 

yang melaksanakan 

KIE dengan efektif 

86 95 96 97 98 

SP 3 Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima  Dihapus       

3.1 Indeks Pelayanan 

Publik Sekretariat 

Utama 

4,70 4,75 4,80 4,85 4,90  Pindah ke SP 3      

SP 4 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal dalam 
koordinasi Sekretariat Utama 

SP 3 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal 
serta layanan publik yang prima alam koordinasi 
Sekretariat Utama 

4.1 Indeks RB BPOM di 

Lingkup Sekretariat 

Utama 

34,60 34,70 34,80 34,90 35 3.1 Indeks RB BPOM di 

Lingkup Sekretariat 

Utama 

33,80 33,90 34,00 34,10 34,20 

4.2 Indeks Opini Publik 85,2 85,25 85,3 85,35 85,4 3.2 Indeks Opini Publik 78,25 78,50 78,75 79,00 79,25 

       3.3 Indeks Pelayanan 

Publik Sekretariat 

Utama 

4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 
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Semula Menjadi 

Sasaran Program/Indikator 
Target 

Sasaran Program/Indikator 
Target 

2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 

4.3 Nilai Pembangunan ZI 

Sekretariat Utama 

86,62 86,85 87,08 87,31 87,54 3.4 Nilai Pembangunan 

ZI Sekretariat Utama 

86,62 86,85 87,08 87,31 87,54 

4.4 Nlai AKIP Sekretariat 

Utama 

83,81 84,31 84,94 85,49 85,97 3.5 Nlai AKIP 

Sekretariat Utama 

83,81 84,31 84,94 85,49 85,97 

4.5 Nilai Kinerja Anggaran 

Sekretariat Utama 

5 5 5 5 5 3.6 Nilai Kinerja 

Anggaran 

Sekretariat Utama 

5 5 5 5 5 

4.6 Indeks Manajemen 

Risiko Sekretariat 

Utama 

2,91 2,94 2,97 3,20 3,23 3.7 Indeks Manajemen 

Risiko Sekretariat 

Utama 

2,91 2,94 2,97 3,20 3,23 
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Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) 

BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan 

menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama menjelaskan dukungan 

Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai 

acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan dan menjadi dasar 

penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat 

Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, 

maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2025-

2029 yaitu: 

Sasaran strategis Sekretariat Utama dijabarkan dalam sasaran program dan kegiatan 

berdasarkan logic model perencanaan. Sasaran program disusun berdasarkan visi dan 

misi yang ingin dicapai Sekretariat Utama, dengan mempertimbangkan tantangan 

masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Sekretariat Utama akan dapat 

mencapai sasaran program sebagai berikut: 

 

 

 

  

VISI 
“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam 

mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” 
 

 

MISI 

Membangun 

kesadaran 

masyarakat dan 

kemitraan 

BPOM yang 

optimal 

Meningkatkan 

layanan 

publik 

Sekretariat 

Utama yang 

optimal 

Meningkatkan 

efektivitas 

Kerjasama 

BPOM 

Meningkatkan manajemen sumber daya 

untuk mewujudkan kelembagaan BPOM 

yang optimal, pengelolaan pemerintahan 

yang bersih, efektif, dan terpercaya 

serta membangun SDM BPOM yang 

profesional dan berintegritas tinggi 

TUJUAN 
Terwujudnya Kerjasama BPOM yang efektif  
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama  
Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan 

bermutu. 
Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien  

Gambar 6  Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama Gambar 7 Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama 
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Tabel 5 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program (IKSP) Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 

Sasaran Program Indikator 

Target 

2025 2026 2027 2028 2029 

SP 
1 

Meningkatnya 
efektivitas 
kerjasama BPOM 

IKSP 
1.1 

Persentase Kerja 
Sama yang Efektif 

90,5 91 91,5 92 92,5 

SP 
2 

Meningkatnya 
efektivitas KIE 
Sediaan Farmasi 
dan Pangan 
Olahan 

IKSP 
2.1 

Persentase UPT 
yang 
melaksanakan 
KIE dengan 
efektif 

86 95 96 97 98 

SP 
3 

Terwujudnya 
tatakelola 
pemerintahan 
yang optimal serta 
layanan publik 
yang prima dalam 
koordinasi 
Sekretariat Utama 

IKSP 
3.1 

Indeks RB BPOM 
di Lingkup 
Sekretariat Utama 

33,80 33,90 34,00 34,10 34,20 

IKSP 
3.2 

Indeks Opini 
Publik 

78,25 78,50 78,75 79,00 79,25 

IKSP 
3.3 

Indeks Pelayanan 
Publik Sekretariat 
Utama 

4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 

IKSP 
3.4 

Nilai 
Pembangunan ZI 
Sekretariat Utama 

86,62 86,85 87,08 87,31 87,54 

IKSP 
3.5 

Nlai AKIP 
Sekretariat Utama 

83,81 84,31 84,94 85,49 85,97 

IKSP 
3.6 

Nilai Kinerja 
Anggaran 
Sekretariat Utama 

5 5 5 5 5 

IKSP 
3.7 

Indeks 
Manajemen 
Risiko Sekretariat 
Utama 

2,91 2,94 2,97 3,20 3,23 

 

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses 

perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan 

dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang 

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat 

Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 dapat dilihat 

pada Lampiran 1 laporan ini. 
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II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) 

tahun (tahun n+1), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui 

berbagai kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran 

kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin 

dicapai dalam tahun yang bersangkutan. RKT disusun mengacu pada Rancangan 

Awal Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKT Sekretariat Utama ditetapkan pada 19 September 

2024. Matriks RKT Sekretariat Utama sebagai berikut: 

 

Tabel 6 RKT Sekretariat Utama Tahun 2025 

No Sasaran Program Indikator  Target 

1. Meningkatnya efektivitas 
kerjasama BPOM 

a. Persentase Kerja Sama yang 
Efektif 

90,5% 

2. Meningkatnya efektivitas 
KIE Sediaan Farmasi dan 
Pangan Olahan 

b. Persentase UPT yang 
melaksanakan KIE dengan efektif 

61% 

3. Layanan Publik Sekretariat 
Utama yang prima 

c. Indeks Pelayanan Publik 
Sekretariat Utama 

4,7 

4. 
 

Terwujudnya tatakelola 
pemerintahan yang optimal 
dalam koordinasi Sekretariat 
Utama 

d. Indeks RB BPOM di Lingkup 
Sekretariat Utama 

31,69 

e. Indeks Opini Publik 85,15 

f. Nilai Pembangunan ZI Sekretariat 
Utama 

91,09 

g. Nlai AKIP Sekretariat Utama 81,77 

h. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat 
Utama 

91,58 

i. Indeks Manajemen Risiko 
Sekretariat Utama 

3,4 

 

II.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 

II.3.1. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA 

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian 

kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) 

dengan atasannya (pemberi amanah).  
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Perjanjian Kinerja (PK) ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis 

Sekretariat Utama BPOM Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama 

Tahun 2025 ditetapkan pada 11 Februari 2025. Pada tanggal 28 Agustus 2025 

dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama berdasarkan Rancangan 

Renstra hasil dari forum penyesuian Rancangan Renstra bersama dengan 

Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 15 Agustus 2025. Perubahan pada PK 

sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 7 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2025 

Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran Program/Indikator Target Sasaran Program/Indikator Target 

SP 1 Meningkatnya efektivitas 

kerjasama BPOM 

 SP 1 Meningkatnya efektivitas 

kerjasama BPOM 

  

1.1 Persentase Kerja Sama 

yang Efektif 

90,5% 1.1 Persentase Kerja Sama 

yang Efektif 

90,5% Tetap 

SP 2 Meningkatnya efektivitas 

KIE Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

 SP 2 Meningkatnya efektivitas 

KIE Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan 

  

2.1 Persentase UPT yang 

melaksanakan KIE 

dengan efektif 

61% 2.1 Persentase UPT yang 

melaksanakan KIE 

dengan efektif 

86% Perubahan target disebabkan 

adanya instrumen pengukuran 

efektivitas KIE yang baru. Target 

sebelumnya ditetapkan 

berdasarkan instrumen 

pengukuran yang lama. 

Penyesuaian target juga 

mempertimbangkan realisasi 

indeks efetivitas KIE TW I-II 2025 

SP 3 Layanan Publik 

Sekretariat Utama yang 

prima 

  Dihapus   Dilakukan penggabungan dengan 

SP 4. Penggabungan tersebut 

selaras dengan penggabungan di 

level sasaran strategis BPOM 

terkait tata kelola pemerintahan 

dan pelayanan publik 
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Semula Menjadi Justifikasi 

Sasaran Program/Indikator Target Sasaran Program/Indikator Target 

3.1 Indeks Pelayanan Publik 

Sekretariat Utama 

4,7  Pindah ke SP 3   

SP 4 Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan yang 

optimal dalam 

koordinasi Sekretariat 

Utama 

 SP 3 Terwujudnya tatakelola 

pemerintahan yang 

optimal serta layanan 

publik yang prima alam 

koordinasi Sekretariat 

Utama 

 Perubahan nomenklatur dengan 

menggabungkan SP 3 terkait 

pelayanan publik dan SP 4 terkait 

tata kelola peerintahan. 

Penggabungan tersebut selaras 

dengan penggabungan di level 

sasaran strategis BPOM terkait 

tata kelola pemerintahan dan 

pelayanan publik 

4.1 Indeks RB BPOM di 

Lingkup Sekretariat Utama 

34,6 3.1 Indeks RB BPOM di 

Lingkup Sekretariat Utama 

33,8 Terdapat penurunan target pada 

beberapa komponen pembentuk 

indeks antara lain: 

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran. 

b. Indeks Pelayanan Publik. 

c. Tingkat KepatuhanStandar 

Pelayanan Publik. 

d. Survei Kepuasan Masyarakat. 

Penurunan ini secara umum 

disebabkan adanya perubahan 

instrumen pengukuran serta 

adanya penambahan jumlah 

satker/unit kerja yang menjadi 

obyek pengukuran 
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